BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 avat (2). Pasal
14 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 28 ayat
(6), Pasal 32, Pasal 35 ayat (4), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan

-

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
/4, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Feurer inialian Dactall, sebagannaira telatt diubain terakiin
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor
2);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalert Perdiurdil Dupdil 11l yalrg iiraksud dergait .
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Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Naerah adalalh Kenala Naerah cehaocai 11necuir
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penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anoconta TNPRND adalah neicghat Daerah wvano memecano
oaskeleinis TN A, £ pel LR yang nmemegang

o e i

jabatan Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
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Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang
diberikan setiap bulan kepada Pimpinan, Anggota DPRD
serta Sekretaris DPRD sehubungan dengan kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran,

Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat

paripurna.

Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua,
Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat
tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna

nntult memhahas hal hergifat tertentin dan khucue,

Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI
adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.

’T‘u_.} ngan IIQQFHthpT'QQﬂ adalah tun1nﬂo'nﬂ vang diherulran

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan
Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan
perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan
DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD dan
tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

NDana ﬂnprgq1nnn1 'D1mn1nqn nDDn selaniutnuva disebuit
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Dana Oprasional adalah dana yang disediakan pimpinan
DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi,
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pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanjah Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

Daerah adalah Kabupaten Donggala.

Bupati adalah Bupati Donggala.



15. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

B - i - o - e -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2
(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri
atas;
a. Uang Representasi :

1. Ketua DPRD setara dengan gaii nokolk Runati:

2. Wakil Ketua DPRD setara 80% (delapan puluh persen)
uang Representasi Ketua DPRD; dan

3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen)

Uang Representasi Ketua DPRD.

. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya

sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara ses

i dengan lketentuan peraturan nperundang-
undangan;

Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya
sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar

10%.  (ceniihih nercen dari Tlang PRenrecentaci vwvango
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bersangkutan dengan rumus sebagai berikut:

1. Ketua DPRD, 10 % (sepuluh persen) dari Uang
Representasi Ketua DPRD;dan

2. Wakil Ketua DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang
Representasi Wakil Ketua DPRD.

Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan

sehesar 145% (seratus emna

Representasi yang bersangkutan, dengan rumus sebagai

berikut:



1. Ketua DPRD, 145% (seratus empat puluh lima persen)
dari Uang Representasi Ketua DPRD;

2. Wakil Ketua DPRD, 145% (seratus empat puluh lima
persen) dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRD;dan

3. Anggota DPRD, 145% (seratus empat puluh lima persen)
dari Uang Representasi Anggota DPRD.

f. Tuniangan alat kelenglkanan dan tuniangan alat kelenglkanan

lain diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari
tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

2. Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan
jabatan Ketua DPRD;

3. Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan
iahatan Ketua DPRD:

4. Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan
Ketua DPRD; dan

5. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diberikan
selama alat kelengkapan lain terbentuk dan

melaksanakan tugas.

Tha jnngq*n Knmiinilraci Intenaif diherilban cehanvalr {ﬁgg)
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kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;dan
h. Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan
sebanyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD;
(2) Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

RAR I

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan. Kecelakaan keria dan Jaminan Kematian

Pasal 3
(1) Pemberian jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan

Penyelenggaraan Janiman Sosial Kesehatan melaui APBD.
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Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
termasuk istri dan anak sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan

Kesehatan berupa medical check up atau pemeriksaan
Kegehatan gecara menveluruh dilnar calkunan nelavanan
Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan tidak termasuk suami/istri dan anak.

Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah
Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang berada

dalam negeri dan diutamakan dalam daerah Kabupaten

Donggala vang diherikan dalam hentulk iaga layanan dengan

= —

tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan
dan kewajaran.

Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian melalui APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tairan eehaocaimana dimalreuid par‘]n aygf (';) rh'hnynr nlah
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Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan
Pasal 4
Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan
nerlenglanannyva hagi Pimninan dan Anggota DPRD melalui

APBD

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara dan perlengkapannya, Anggota DPRD diberikan
Tunjangan Perumahan setiap bulan dengan besaran sesuai
hasil penetapan Tim Penilai.

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kahiinaten Nnnooala serhacgaimana dimakenid nada avat (2)
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ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi
Pasal 5
(1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi
(2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada

Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim

Anraical
SADPTALS:

(3) Hasil penetapan Tim Appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar penetapan besaran Tunjangan Transportasi dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tunjangan Belanja Rumah Tangga
Pasal 6
(1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada
Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan
kegiatan Sekretariat DPRD.

() Relania ruimah tanooa cehaocaimana dimalkaeiid nada avat (1)
be 1 X 282 822 22 b AR AY2L i)

digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah
tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah.

(3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Standar Biaya

Umum yang ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

(4} Dalam hal nimpinan DPRD tidalk menggunakan fagilitas

rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja

rumah tangga.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 7

Palzaian dinae dan atribut
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imninan dan Anggota DPRD

terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1
(satu) tahun;

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1
(satu) tahun;
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c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5
(lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan Panjang disediakan 1 (satu)
pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun.
Penyediaan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD melinuti
pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian dinas
harian lengan Panjang dan pakaian yang bercirikan khas
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan
prinsip efisiensi, ekonomis, efektif dan kepatutan.

Standar harga Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana

dimalkcuid pada ava
ClmMaksua naca avat

(1\ iceeaniailkan denoan Standar Riayn
1l dagesuy ). deng B Aar Riava

Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN
Pasal 8
Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau

menoalrhiri maea haltinua diherilran 11nncrjaqg ppﬂgnhdiaﬂ
Y g RENUa Q1Rercan. 1l 282 henogabo v
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Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan
Anggota DPRD, dengan ketentuan:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu)
tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu)
bulan uang representasi dengan rumus sebagai berikut:

1. Ketua DPRD sehesar Rn 2 100 000 - (dua inta seratue
ribu rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta
enam ratus delapan puluh rupiah); dan

3. Anggota DP[RD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah;

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang
asa pengahdian sehesar 2 (dua) bulan uang renresentasi

i
3 pengabol ST

dengan rumus sebagai berikut:
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1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus
ribu rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta
enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

maca halsti cgmr\91 r]ﬂhcnﬂ £ ltlgg\ fnhnﬂ diherilkan uang

jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi

dengan rumus sebagai berikut:

1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus
ribu rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta

enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
2 Ango onta DPRD eehegar Pn 1.575.000 - (Qa
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ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang
Representasi dengan rumus sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus

ribu rupiah);

1o

Walril Ketuia DPRD eehecar Pn 1 ARND 00O - (en
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enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.

masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang

jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling

banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi, dengan
rumusan sehagai herilkut:

1. Ketua DPRD sebesar RP 2.100.000,-(dua juta seratus
ribu rupiah) atau sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas
juta enam ratus rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar 1.680.000,- (satu juta

enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar

Rp 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu



(3)

(4)

(1)

~—

e

3. Anggota DPRD sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar

Rp. 9. 450.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu
rupiah).

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang

bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan

letentitlan neratiiran neriindanao-1indanocan
S BCAVG Al PCIRLLERN) RO ANS-URCANGATY,

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan

dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ragian Kesatu

Kegiatan

Pasal 9
Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
berupa :
a. program yang terdiri atas;

1 nenveleancoaraan ranat:
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kunjungan kerja;

pengkajian, penelaahan dan penyiapan perda;

& W

peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber
daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan

kemasyarakatan; dan

A program lain cesuai dengan fungei  tugas, dan
wewenang DPRD;
b. Dana operasional pimpinan DPRD;
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;
. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

d
e. belanja sekretariat fraksi.
R

o kegiat ecrhaocaimana dimalkenid nada
g = B . T ea— . — »

ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Program
Pasal 10
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
diuraikan kedalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD
Pasal 11
(1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada
Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:
a. Ketua naling hanvalk 2 (dua) kali TTang Renresentasi Ketna
DPRD; dan
b. Wakil Ketua paling banyak 1,5 (satu koma lima) Uang
Representasi Wakil Ketua DPRD.
(2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus

b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana
operasional lainnya.
(3) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kelomnok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkanan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 12
(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris
DPRD sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

dianolzat dan diherhentilzan denocan Vppnfnean Qelrretarie
gxal cdiberheniiian gengon Xepunusan oxreans

DPRD sesuai dengan kebutuhan.



(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang standar satuan harga.

(4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar

atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan

Kenuitiiean Selretarie NMPRND ceciiai ketentitzan neratiiran
SopLuiuean oekrotane kD) Sesual efentuan heraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai standar

harga satuan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Untuk mendukung tugas Fraksi, disediakan Tenaga Ahli
Fraksi yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu
tertentu gerta diherikan komnensagi dengan memnerhatikan
standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris
DPRD.

(3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberilzan kompensasi ditetankan sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
standar harga satuan Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris DPRD sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai standar

harga satuian Pemerintah Daerah



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2017

Tentano
ientang

Halz Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017

Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Nitatanlzan A1 Danooala
L1telaps 1ggala

ALALL AL 2o a

pada tanggal 22 November 2022

BUPATI DONGGALA,
ttd
KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala

pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd
RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022
NOMORF26

Salinan sesuai dengan aslinya :




